BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat tentang kinerja
aparatur kecamatan kupang barat dalam penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari kualitas
kerja, kuantitas kerja dan ketepatan waktu dalam penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum. Kesimpulan dari beberapa aspek penelitian, diuraikan
sebagai berikut.
6.1.1. Kualitas Kerja
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat pendididikan
aparatur Kecamatan Kupang Barat sudah cukup baik dalam menjawab
persoalan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Sebab tingkat
pendidikan aparatur Kecamatan Kupang Barat cukup seimbang antara yang
lulusan SMA sederajat dengan Sarjana. Diketahui bahwa aparat Kecamatan
Kupang Barat memiliki kurang lebih 9 orang lulusan SMA dan yang S1
terhitung 9 orang dan magister 1 orang. Dengan jumlah tersebut tingkat
pendidikan sangat memadai. Namun yang patut menjadi perhatian adalah
tentang kepedulian masalah yang terjadi di masyarakat. upaya mengatasi
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja
Kecamatan Kupang Barat dilakukan lewat pola dan pendekatan sosialiasi
mengenai manajemen dan resolusi konflik. Namun sosialisasi yang diberikan

kurang mendalam kepada masyarakat umum karena pihak yang dilibatkan
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dalam sosialisasi adalah perwakilan dari aparat RT dan RW bukan
masyarakat secara umum sehingga masyarakat kurang mempunyai
pemahaman terkait bahan sosialisasi yang disampaikan. Sudah ada koordinasi
antara Bhabinkamtibmas dan Babinsa dengan aparatur Kecamatan Kupang
Barat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan. Koordinasi dilakukan dengan rapat dan duduk bersama selama
sebulan sekali untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban serta
melakukan patroli bersama.
6.1.2. Kuantitas Kerja

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sudah ada pembagian
kerja setiap bidang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang
ada sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 49
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata
Kerja Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan. Misalnya terkait masalah keamanan ketertiban merupakan bidang
kerja dari Seksi Keamanan dan Ketertiban. Selain dalam pelaksanaanya jika
terjadi masalah di wilayah Kecamatan Kupang Barat maka pegawai aparatur
kecamatan memiliki tugas sebagai mediator dalam penyelesaian masalah
tersebut dan apabila masalahnya sudah masuk dalam tindak pidana maka
akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Karena dalam penyelesaian
masalah tersebut para pegawai tidak menyelesaikan masalah tersebut sendiri

tetapi melakukan kerja sama dengan pihak Babinsa dan Bhabinkamtigmas.
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Aparatur Kecamatan Kupang Barat sudah bertanggungjawab dalam
mengatasi masalah keamanan dan ketertiban, hal ini dapat dilihat adanya
komunikasi dan koordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Babinsa
dan Bhabinkamtibmas serta dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam
menjaga keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.
6.1.3. Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa aparatur Kecamatan
Kupang Barat sudah bertanggungjawab dalam mengatasi masalah keamanan
dan ketertiban, hal ini dapat dilihat adanya komunikasi dan koordinasi dengan
Pihak Keamanan dalam hal ini Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta dengan
tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
sosial di tengah masyarakat. Aparatur Kecamatan Kupang Barat sudah sangat
disiplin dalam bekerja terutama di Bidang Seksi Penyelenggaraan Keamanan
dan Ketertiban Umum. Hal ini dapat dilihat angka kehadiran pegawai serta
disiplin waktu berupa masuk kerja jam 8 pagi dan pulang kerja jam 4 sore.
Selain dalam proses melayani masyarakat para pegawai tidak terpaku pada
jam Kkerjanya tetapi mereka tetap melayani tugasnya di luar jam Kkerja.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dirangkum mengenai persepsi masyarakat
tentang kinerja aparatur Kecamatan Kupang Barat dalam penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah Kecamatan Kupang Barat perlu melalukan sosialisasi
secara intens mengenai penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum

kepada masyarakat.
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2. Kepada Pemerintah Kecamatan Kupang Barat perlu menyediakan kotak
saran sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan usulan, kritikan

dan masukan terkait penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
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